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MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan di tandai oleh semangat dan jiwa Hubungan Industrial
pancasila (HIP) akhirnya Pengusaha dan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Maritim Nusantara
PT.Nipsea Paint and Chemicals (PK FSBMN PT.NPC) dan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kimia
Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT, Nipsea Paint And
Chemicals (PK. FSB KIKES KSBSI PT. NPC) telah berhasil pula menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), untuk
Periode November 2021 sampai dengan November 2023, Perjanjian Kerja Bersama(PKB) bertujuan:

1. Menetapkan syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Pengusaha dengan segenap pekerja.

2. Menetapkan dan mempertegas hak-hak dan kewajiban-sd” dari masing-masing pihak yaitu Pengusaha,
Pekerja dan Pengurus Unit Kerja.

3.Mengatur cara-cara penyelesaian perbedaan pendapat;

4. Memperbaiki, mempertahankan dan mengembangkan adanya hubungan kooperatif dan harmonis antara

Pengusaha dan Pekerja.

Adalah menjadi kewajiban semua pihak dalam membina dan mengembangkan kemampuan dan ketrampilan

kerja dalam peningkatan produksi dan produktifitas kerja, yang pada akhirnya bertujuan pula meningkatkan

kesejahteraan pekerja, serta perlunya perencanaan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan dalam rangka

partisipasi masyarakat industri sesuai kebutuhan dan pembangunan nasional.

Selama jangka waktu berlakunya PKB ini, baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat

untuk memenuhi semua ketentuan yang termasuk didalamnya. Perjanjian Kerja Bersama ini yang telah di

sepakati, akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak akan mengajukan permintaan yang melampaui

atau mengurangi nilai dari ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

BAB |
PIHAK YANG MEMBUAT PERJANIJIAN KERJA BERSAMA
Pasal 1
Pihak-Pihak yang membuat Perjanjian

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat

antara
PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS yang berkedudukan di JI. Ancol Barat | NO. 12 Jakarta Utara yang didirikan
dengan akta No. 26 dan No. 11 serta Surat ljin Usaha No. 359/DJAI/IUT-DIV/PMDN/X/1984 dan No.
296/DJAI/IUT- DIV/PMA/VIII/1988, yang selanjutnya disebut Pengusaha,

dengan
Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Maritim Nusantara PT.Nipsea Paint and Chemicals (PK FSBMN
PT.NPC) yang berkedudukan di JI. Ancol Barat | NO. 12 Jakarta Utara, yang mewakili para anggotanya, yang
selanjutnya disebut Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdaftar pertama kali pada Suku Dinas Tenaga Kerja
Jakarta Utara dengan Nomor Pencatatan: 2394/111/SP/XI/2020 tertanggal 17 November 2020.

dengan
Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia PT. Nipsea Paint And Chemicals (PK. FSB KIKES KSBSI PT. NPC) yang berkedudukan di
JI. Ancol Barat | NO. 12 Jakarta Utara, yang mewakili para anggotanya, yang selanjutnya disebut Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang terdaftar pertama kali pada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dengan Nomor
Pencatatan: 2407/11l/SP/IX/2021 tertanggal 09 September 2021
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Pasal 2
Isi Perjanjian

Perjanjian Kerja Bersama ini memuat perjanjian antara Pengusaha dengan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Buruh
Maritim Nusantara dan Federasi Serikat Buruh KIKES KSBSI PT. Nipsea Paint And Chemicals tentang syarat- syarat
kerja dan hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha.

BAB Il
UMUM
Pasal3 A
Pengertian dan istilah

1. Perusahaan adalah PT. NIPSEA PAINT and CHEMICALS yang berkedudukan di JI. Ancol Barat | NO. 12 Jakarta
Utara.

2. Pengusaha adalah Pengurus Perusahaan yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan
atau orang yang diberikan kuasa untuk menjalankan/mengelola jalannya Perusahaan dan melakukan tindakan
untuk dan atas nama Perusahaan.

3. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dengan
bentuk lain.

4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah

a. Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Maritim Nusantara PT.Nipsea Paint and Chemicals (PK FSBMN
PT.NPC) yang berkedudukan di JI. Ancol Barat | NO. 12 Jakarta Utarayang tercatat pada Suku Dinas Tenaga
Kerja Jakarta Utara dengan Nomor Pencatatan: 2394/111/SP/X1/2020 tertanggal 17 November 2020;

b. Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan Konfederasi
Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT. Nipsea Paint And Chemicals (PK. FSB KIKES KSBSI PT. NPC) yang
berkedudukan di JI. Ancol Barat | NO. 12 Jakarta Utara yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerjalakarta
Utara dengan Nomor Pencatatan: 2407/111/SP/1X/2021 tertanggal 09 September 2021.

5. Anggota Serikat Pekerja adalah Para Pekerja PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS yang terdaftar sebagai anggota
Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Nipsea Paint and Chemicals kecuali jabatan level Asisten Manager,
Manager, General Manager, dan Direksi.

6. Pengurus Serikat Pekerja Adalah Pekerja yang ditunjuk atau dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam
organisasi Serikat Pekerja sebagai fungsionaris Serikat Pekerja, kecuali jabatan level Asisten Manager, Manager,
General Manager, dan Direksi.

7. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja
dengan Pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

8. Upah Minimum adalah upah terendah di PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS, bagi pekerja kurang dari satu tahun
yang telah di sepakati antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dengan dasar perundingannya adalah ketetapan
surat keputusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang berlaku pada tahun tersebut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Upah Pokok adalah Upah terendah masing masing Pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun sesuai
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dengan masa kerja dan jabatannya termasuk tunjangan tetap.

Upah adalah Hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha
kepada Pekerja yang di tetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Tunjangan adalah pembayaran dari perusahaan kepada pekerja dapat dalam bentuk tunjangan tetap dan
tunjangan tidak tetap

Tunjangan Tetap adalah Pembayaran kepada Pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak di kaitkan dengan
kehadiran Pekerja.

Tunjangan Tidak Tetap adalah Tunjangan yang di pengaruhi oleh kehadiran Pekerja.

Insentif Tahunan adalah pembayaran Perusahaan kepada Pekerja sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran
penuh dalam 1 (satu) Tahun,

Keluarga Pekerja adalah Istri/Suami, Anak Pekerja yang menjadi tanggungan Pekerja yang tercatat di
Perusahaan.

Istri/Suami adalah seorang Istri/Suami yang sah menurut hukum dari seorang Pekerja dan tercatat pada
Perusahaan.

Orang Tua Pekerja adalah ibu dan ayah Pekerja yang tercatat di Perusahaan.

Anak adalah anak yang sah, yang ditanggung sepenuhnya oleh Pekerja, belum menikah, belum bekerja dan
atau belum berusia sampai dengan 21 tahun, termasuk anak angkat sah yang tercatat di Perusahaan.

Mertua adalah Orang tua dari istri/suami Pekerja yang tercatat di Perusahaan.

Ahli Waris adalah keluarga Pekerja atau orang yang berhak mendapatkan warisan Pekerja menurut ketentuan
hukum yang berlaku.

Jabatan adalah kedudukan Pekerja dalam struktur atau jenjang organisasi Perusahaan.
Atasan Langsung adalah Pekerja yang jabatannya lebih tinggi secara langsung di tempat kerja Pekerja.

Pekerjaan adalah kegiatan yang dijalankan oleh Pekerja sesuai dengan perjanjian untuk Pengusaha dalam suatu
hubungan kerja dengan menerima upah.

Hari Kerja adalah Hari - hari yang telah ditetapkan dimana Pekerja wajib untuk melakukan pekerjaan.

Waktu Kerja adalah jam yang telah ditetapkan dimana Pekerja wajib untuk melakukan pekerjaan.

Kerja Lembur adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Pekerja diluar waktu kerja yang telah ditetapkan.
Jam Lembur adalah jam - jam kerja dimana Pekerja melakukan kerja lembur.

Masa Kerja adalah waktu Pekerja mulai masuk bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja hingga saat terakhir bekerja
di Perusahaan.

Hari Libur adalah Hari Libur resmiyang di tetapkan oleh Pemerintah atau Perusahaan, dimana Pekerja tidak
di wajibkan untuk bekerja dengan tetap mendapatkan Upah.

Lingkungan Perusahaan adalah seluruh area Perusahaan, termasuk bangunan, jalan dan halaman yang

—
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berada didalam Perusahaan.

31. Promosi adalah Kenaikan jabatan Pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi yang ditetapkan
oleh Pengusaha.

32. Mutasi adalah pemindahan Pekerja dari bagian unit kerja ke bagian unit kerja lain di Perusahaan dengan
tingkat jabatan atau posisi yang sama atas perintah Pengusaha.

33. Demosi adalah Penurunan jabatan pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah atas perintah
Pengusaha.

34. Masa Percobaan adalah masa yang harus dijalani oleh Pekerja baru untuk Hubungan Kerja Waktu Tidak
Tertentu, selama 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkan menjadi pekerja PKWTT.

35. Surat Peringatan adalah surat teguran resmi yang dikeluarkan oleh Pengusaha, karena adanya tindak
pelanggaran disiplin atau perbuatan-perbuatan yang melanggar tata tertib kerja yang tertuang dalam PKB
ini dan atau undang-undang berlaku.

36. Dispensasi adalah ljin meninggalkan pekerjaan
(pembebasan dari kewajiban bekerja) bagi fungsionaris Serikat Pekerja dan atau anggota serikat Pekerja
untuk melaksanakan tugas-tugas Organisasi/kegiatan diluar Perusahaan dengan tetap menerima upah
penuh.

Pasal 3B
Luasnya Perjanjian

1. Disepakati bahwa pada prinsipnya PKB ini berlaku bagi semua pekerja dan tidak berlaku bagi pekerja
yang diterima berdasarkan perjanjian lain yang dibuat dengan ketentuan khusus.

2. Kedua belah pihak sepakat bahwa PKB ini terbatas dan berlaku untuk hal-hal yang bersifat umum saja
seperti yang termaktub didalam perjanjian ini.

3. Pengusaha dan Serikat Pekerja tetap mempunyai hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berlaku dan pengurus unit kerja mengakui hak Pengusaha untuk mengatur hal-
hal yang bersifat teknis dan efisiensi demi kelancaran produksi.

4. Perusahaan memberikan kebebasaan kepada pekerja untuk menjadi/tidak menjadi anggota atau untuk
menjadi/tidak menjadi pengurus serikat pekerja kecuali jabatan level Asisten Manager, Manager,
General Manager, dan Direksi.

5. Dalam hal Pengusaha dan Serikat Pekerja mengadakan perubahan umum, misalnya penggabungan
perusahaan, perluasan perusahaan dan sebagainya, maka perjanjian ini tetap berlaku bagi pekerja

terhadap siapa dilakukan perubahan ini hingga berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 4
Kewajiban Para pihak

1. Bagi Pengusaha maupun Serikat Pekerja berkewajiban menyebarluaskan serta menjelaskan kepada
para anggotanya untuk di ketahui, dipahami serta dilaksanakannya isi PKB ini sebagaimana mestinya.
2. Disepakati pula bahwa adalah menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mentaati isi PKB ini dan

menertibkan anggotanya serta dapat menegur pihak lain apabila tidak mengindahkan isi PKB ini.

Pasal 5
Hak dan Wewenang Pengusaha
1. Dengan berpegang pada perundang-undangan yang berlaku serta semangat Hubungan Industrial Pancasila
Pengusaha berhak untuk mengelola dan mengamankan jalannya Perusahaan, seperti:
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a. Penetapan jumlah tenaga kerja dan penempatannya di bagian-bagian tertentu, penetapan isi pekerjan
dan waktu kerja, membuat peraturan-peraturan operasional dan keselamatan kerja, pendayagunaan
tenaga kerja cara-cara, metode-metode, dan jadwal produksi.

b. Melakukan tindakan-tindakan disiplin dan sanksi terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan dan perjanjian ini, dengan maksud mendidik agar setiap Pekerja
menta'ati isi perjanjian yang telah di sepakati bersama.

¢. Memberikan sanksi terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini.

3. Untuk kepentingan pengamanan dan ketertiban, maka setiap penempatan pengumuman, surat edaran dan
sebagainya pada papan pengumuman yang tersedia harus lebih dahulu diketahui oleh Pengusaha.

4, Pengusaha bersedia melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) setiap bulan berdasarkan surat kuasa dari masing — masing anggota dan kedua belah pihak sepakat
pula untuk saling menghormati dan tidak ikut mencampuri urusan internal masing-masing pihak.

Pasal 6
Hak dan Wewenang Serikat Pekerja

1. Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja sebagai suatu 'organisasi yang sah dan berhak mewakili
seluruh Pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja di Perusahaan apabila terjadi perselisihan hubungan
kerja.

2. Pekerja yang dipilih dan ditunjuk melalui Serikat Pekerja sebagai Anggota delegasi resmi untuk melakukan
perundingan Perjanjian Kerja Bersama, tidak akan mendapatkan penekanan dari Pengusaha, baik secara
langsung maupun tidak langsung, diskriminasi atau diberhentikan atas fungsinya tersebut. Fungsi ini harus
dijalankan atas dasar tujuan terbaik bagi Pengusaha dan Pekerja.

3. Serikat Pekerja bersama Perusahaan memberikan pembinaan ketenagakerjaan kepada Pekerja, yang waktu
pelaksanaanya ditentukan bersama.

4. Pengusaha menyediakan fasilitas dan dapat memberikan ijin kepada Pengurus Serikat pekerja dengan
mendapat upah penuh untuk :

a. Mengadakan pertemuan dengan angotanya,

b. ljin meninggalkan pekerjaan dalam rangka tugas organisasi,

c. ljin mengikuti konggres, konfernsi, seminar, pendidikan, kursus-kursus, memenuhi panggilan
Pemerintah guna kepentingan organisasi atau kepentingan Negara.

d. Untuk tidak menghambat dan menganggu jalannya produksi, pelaksanaan ayat 4 huruf a s/d ¢
tersebut harus mendapat ijin secara tertulis dari pengusaha terlebih dahulu.

BAB il
HUBUNGAN KERJA

Pasal 7
Persyaratan Hubungan Kerja

Ketentuan dalam pemilihan dan penerimaan karyawan :

Sebelum hubungan kerja dengan perusahaan dapat dimulai, sebagai bukti pemenuhan persyaratan
perusahaan, maka hubungan kerja harus dilengkapi dengan :
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(1) Surat lamaran kerja.

(2) Daftar riwayat hidup.

(3) Pas photo ukuran 4x6 cm, sebanyak 2 buah.

(4) Bukti kependudukan yang sah, yang di keluarkan oleh instansi pemerintah (foto
copy KTP yang masih berlaku).

(5) Surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.

(6) Surat-surat yang berhubungan dengan pendidikan yang telah ditempuh (foto copy
ijazah/ sertifikat pendidikan formal/ non formal).

(7) Surat referensi atau pengalaman kerja, bagi yang telah memiliki pengalaman
kerja.

(8) Surat akte kelahiran/ kenal lahir atau bukti umur.

(9) Surat keterangan kelakuan baik dari polisi.

(10) Surat ijin khusus untuk pekerjaan tertentu.

(11) Kartu keluarga.

(12) Foto copy surat nikah/ akte kelahiran anak bagi karyawan yang telah menikah.

(13) Foto copy peserta BPJS TK/ JAMSOSTEK bagi yang telah menjadi peserta
BPJS TK/ JAMSOSTEK.

(14) Surat perjanjian kerja yang di tandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan.

(15) Persyaratan lainnya yang ditetapkan perusahaan.

Dalam rangka pembuktian semua syarat-syarat tersebut di atas, perusahaan berwenang
untuk melakukan penelitian sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Karyawan wajib segera memberitahukan setiap perubahan atau tambahan pada data
tersebut dikemudian hari kepada perusahaan.

Pasal 8
Ketentuan Perjanjian Kerja

1. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.

Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat karyawan.

Besarnya upah.

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh.

Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

2. Perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ini tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja ini dibuat
dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta perusahaan dan karyawan
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/
atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

3. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu.

4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu di dasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan
tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 — UU Cipta Kerja, j.0. PP No. 35 Tahun
2021.

5. Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. Pekerja meninggal dunia.

® 0 o0 oW
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b. Berakhirnya waktu perjanjian kerja.

¢. Adanya putusan pengadilan dan/ atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang di cantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

6. Perjanjian tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang
disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal pengusaha meninggal dunia, ahli waris
pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan karyawan.

Pasal 9
Penerimaan Karyawan

. Penerimaan karyawan baru pada dasarnya akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dengan
memperhatikan jabatan-jabatan yang belum terisi.

2. Yang dapat diterima menjadi calon karyawan adalah mereka yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan perusahaan, baik secara umum maupun yang bersifat khusus untuk jabatan-jabatan
tertentu.

3. Disamping persyaratan tersebut diatas, perusahaan mengadakan seleksi dan/ test baik secara lisan
maupun secara tertulis,

Keputusan tentang hasil seleksi/ test adalah sepenuhnya menjadi wewenang dan hak perusahaan.

5. Status karyawan perusahaan dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Status karyawan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dimana masa
kerja karyawan di perusahaan tidak dibatasi jangka waktu.

b. Status karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana masa
kerja karyawan di perusahaan dibatasi jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan.

6. Untuk calon karyawan berstatus PKWTT, yang memenuhi syarat dan telah lulus dalam seleksi/ test
dapat diterima sebagai karyawan melalui masa percobaan paling lama 3 bulan terhitung sejak yang
bersangkutan mulai bekerja di perusahaan.

7. Ketetentuan penerimaan karyawan melalui PKWT atau PKWTT dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8. Selama dalam masa percobaan tersebut baik
karyawan maupun perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya sewaktu-waktu.

Pasal 10
Karyawan Tetap (PKWTT)

. Karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan 3 bulan, dapat diangkat sebagai karyawan tetap (PKWTT)
berdasarkan pertimbangan dan penilaian perusahaan, dengan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh
perusahaan.

Pasal 11
Karyawan Tidak Tetap (PKWT)

1. Untuk pekerjaan-pekerjaan karena sifat dari waktunya sementara, perusahaan dapat menerima karyawan
PKWT yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu,

2. Penetapan hubungan kerja dengan karyawan
sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 12
Promosi, Demosi dan Mutasi

1. Promosi
Setiap pekerja mendapat kesempatan yang sama untuk di promosikan pada jabatan dan golongan yang

lebih tinggi. Karena itu setiap pekerja yang berprestasi dan di samping itu terdapat jabatan yang lowong,
dapat di pertimbangkan untuk di promosikan.
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam promosi adalah :

a. Kecakapan, keahlian dan pengalaman kerja

b. Prestasi kerja

c. Tingkah laku, kejujuran, dedikasi dan rasa tanggung jawabnya kepada perusahaan serta teman sekerja.

2. Demosi
Pengusaha mempunyai hak untuk mengembalikan seseorang pekerja yang di promosikan ke tempat kerja

semula apabila :

a. Kurang mampu melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu yang di tentukan menurut bidangnya
masing-masing.

b. Karena tidak cocok untuk pekerjaan yang di percayakan kepadanya.

3. Mutasi

Pengusaha berhak untuk memindahkan Pekerja dari satu unit/bagian ke unit/bagian lainnya atau dari satu

tempat ke tempat lainnya, karena :

a. Kebutuhan Perusahaan akan Pekerja tertentu di tempat/bagian tertentu.

b. Pengurangan pekerja pada satu bagian dan bertambahnya pekerjaan pada bagian lain.

c. Memberikan kesempatan untuk maju pada pekerja dengan pemberian pengalaman di tempat/bagian
lain.

d. Mengganggu kelancaran produksi dan merugikan perusahaan karena sering absen dan tidak/kurang
berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Kecuali tersebut butir 3a s/d ¢, pemindahan sebagaimana tersebut titik d, Pengusaha akan

memberitahukan kepada Pekerja yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis dengan tembusan Serikat

Pekerja.

Pasal 13
Pemindahan Sebagai Akibat Reorganisasi dan Modernisasi

1. Dalam hal terjadi pemindahan sebagai akibat reorganisasi, modernisasi, Pengusaha tidak akan melakukan
penurunan pangkat/golongan/gaji.

2. Sebagai pelaksanaan ayat satu tersebut di atas, Pengusaha bersama Serikat Pekerja telah merumuskan suatu
kompensasi yang akan di berikan kepada karyawan yang di pindahkan sebagai berikut :

a. Level Asisten Manager s/d Manager :

- Tunjangan perumahan disediakan oleh perusahaan

- Tunjangan pindah lokasi di wilayah JAKARTA akan diganti 80% dari biaya pindah maksimal Rp
7.500.000,- dan wilayah DKI JAKARTA diganti 80% dari biaya pindah maksimal Rp 15.000.000

b. Level Supervisor :

- Tunjangan perumahan disediakan oleh perusahaan

- Tunjangan pindah lokasi di wilayah JAKARTA akan diganti 80% dari biaya pindah maksimal Rp
5.000.000,- dan wilayah DKI JAKARTA diganti 80% dari biaya pindah maksimal Rp 10.000.000
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c¢. Biaya transportasi ke kota tujuan karyawan dan anggota keluarga ini (pasangan dan anak) ditanggung
oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan level karyawan tersebut.
d. Diliburkan 1 (satu) hari guna keperluan mencari tempat tinggal.

Pasal 14
Pengangkatan Pekerja Harian Manjadi Pekerja Bulanan

1. Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja sepakat bahwa karyawan harian yang telah mempunyai masa kerja
5 (lima) tahun dan sangat berprestasi dapat di usulkan untuk menjadi karyawan bulanan.
2. Pengangkatan pekerja harian menjadi pekerja bulanan berdasarkan :
a. Usul perubahan status oleh kepala bagiannya.
b. Usul perubahan status di maksud di dasari
penilaian atas prestasi, loyalitas, dedikasi kerja, pelaksanaan kerja dan absensi hadir serta kemampuan
perusahaan.
3. Dalam hal-hal tertentu di mana seorang pekerja di anggap cakap, perusahaan dapat mengangkat pekerja
harian menjadi pekerja bulanan tanpa memperhatikan masa kerjanya.

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 15
Hari dan Jam kerja Karyawan Dalam Satu Minggu

1.Pada prinsipnya waktu kerja di tetapkan berdasarkan pasal 21 ayat 2 huruf A atau B PP No 35 Tahun 2021,
dengan pembagian waktu kerja sebagai berikut :
A. Jam Kerja untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
a. Senin s/d Jum'at :08.30-17.00 WIB
(istirahat 30 menit)

b. Istirahat :12.00-12.30 WIB
(Senin s/d Jum'at )(Office, store FG,
Workshop)

c. Istirahat $12.30 - 13.00 WIB

(Senin s/d Jum'at)(Store RM, IU plant,
Maintenance)
d.Jam kerja ini dapat dirubah sesuai situasi/kondisi dengan pengumuman tersendiri.

B. Hari dan Jam Kerja Satpam

a. Shift ke-1 :07.00 s/d 15.00 WIB
b. Shift ke-2 : 15.00 s/d 23.00 WIB
c. Shift ke- 3 : 23.00 s/d 07.00 WIB
d. Shift ke-4 : libur/off

e. Istirahat selama 1 jam diatur secara bergiliran oleh Ketua regu

2. Guna peningkatan produktifitas dan efisiensi kerja, maka atas dasar kesepakatan antara Pengusaha
dengan Serikat Pekerja dapat diubah hari dan jam kerja dari 6 hari menjadi 5 hari kerja dan sebaliknya.

Pasal 16
Kerja Lembur

1. Kerja lembur adalah :
a. Kerja yang di laksanakan selebihnya dari jam kerja
sehari
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b. Kerja yang di laksanakan pada hari-hari istirahat
mingguan dan hari-hari libur resmi.
2. Pada prinsipnya kerja lembur bagi karyawan/wati berdasarkan sukarela,kecuali dalam hal:
a. Kondisi darurat, seperti adanya pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak di selesaikan akan
membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja;
b. Ada pekerjaan yang apabila tidak di selesaikan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau
dapat mengganggu kelancaran produksi;

c. Ada pekerjaan yang harus di selesaikan dengan segera.
d. Dalam karyawan shift di haruskan bekerja karena penggantinya tidak/berhalangan masuk kerja.

Pasal 17
Perhitungan Upah Lembur

1. Perhitungan Upah lembur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021
Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

2. Cara penghitungan upah lembur adalah sebagai berikut :

a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :
1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 kali upah sejam
2. Untuk setiap jam berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam.
b. Apabila kerja lembur di lakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari raya resmi ;
1. Jam Pertama sampai dengan jam kedelapan di bayar 2 (dua) kali upah sejam;
2. Jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali upah sejam; dan
3. Jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.
c. Untuk menghitung upah sejam adalah sebagai berikut :
3. Upah sejam bagi pekerja bulanan : 1/173 X Upah sebulan.

BABV
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA

Pasal 18
Istirahat Tahunan

1. Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 jo UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020,
Cuti Tahunan ditetapkan sekurang — kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/ buruh yang bersangkutan
bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

2. Pelaksanaan istirahat tahunan sesuai butir 1 pasal ini, dengan mengingat kepentingan pekerjaan dan kedua

belah pihak, maka di atur sebagai berikut :

a. Setiap kali yang di inginkan : 5 hari kerja
b. Hari Raya Idul Fitri : 5 hari kerja (sesuai situasi dan kondisi)
¢. Tahun baru Masehi : 2 hari kerja (sesuai situasi dan kondisi)

3. Cuti massal ini di kenakan pada setiap karyawan, kecuali yang sedang cuti hamil,
4, Syarat pengambilan hak cuti di tentukan sebagai berikut :
a. Mengisi formulir istirahat yang di sediakan minimal 2 hari sebelum pengambilan hak istirahat.
b. Depertemen Personalia akan memberikan surat ijin cuti, apabila yang bersangkutan mempunyai
hak dan mendapat persetujuan dari Kepala Bagiannya.
5. Dalam keadaan tertentu dan mendesak, yang menurut pertimbangan Kepala Bagian cukup alasan dan ada
surat bukti untuk di berikan istirahat, maka dapat menyimpang dari ketentuan yang telah di tentukan di

atas.
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Pasal 19
Istirahat Karena Sebab-Sebab Lain

Pengusaha memberikan istirahat karena sebab-sebab lain, seperti haid, sebelum dan sesudah melahirkan anak
atau pada saat gugur kandungan, sakit dan mendapat kecelakaan berhubungan dengan pekerjaannya.

1. Istirahat karena haid.
Diberikan istirahat selama 2 hari kerja, yaitu pada hari pertama dan kedua pada saat mendapatkan haid.
Untuk itu pekerja yang bersangkutan di haruskan memeriksakan diri pada Dokter Perusahaan dan disetujui.

2. Istirahat sebelum dan sesudah melahirkan.

a. Di berikan kepada pekerja wanita 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan,
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

b. Khusus kepada pekerja wanita yang telah menikah kemudian gugur kandungan dan menurut
keterangan Dokter adalah tidak di sengaja, di berikan istirahat tidak lebih dari 1,5 bulan.

c. Setiap pekerja wanita yang hendak menggunakan hak tersebut di wajibkan menyampaikan surat
permohonan istirahat/mengisi formulir yang di sediakan di sertai dengan surat keterangan Dokter,
selambat-lambatnya 10 hari sebelum waktu istirahat itu di mulai, kecuali tersebut pada titik ‘b’ diatas.

d. Bagi Karyawati yang belum mempunyai masa kerja 1 tahun, maka dapat diberikan cuti tanpa upah jika
melahirkan.

3. Istirahat karena mendapat kecelakaan
a. Kecelakaan yang menimpa seorang pekerja dapat berupa kecelakaan ketika bebas dari tugas
pekerjaannya dan dapat pula berupa kecelakaan ketika pekerja melaksanakan tugas pekerjaannya
b. Apabila kecelakaan terjadi ketika pekerja menjalankan tugasnya atau dalam hubungan kerja atau sakit
yang di sebabkan oleh pekerjaannya, maka pelaksanaan istirahat sesuai UU No. 24 tahun 2011.

Pasal 20
Istirahat Tambahan

1. Seorang pekerja yang pada saat berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini telah mempunyai masa
kerja 7 ( tujuh ) tahun atau lebih tanpa terputus-putus, mendapat istirahat tambahan 2 (dua ) hari kerja
sebagai kelebihan atas hak cuti tahunannya.

2. Seorang pekerja yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun tanpa terputus-putus mendapat istirahat
tambahan 15 (Limabelas) hari kerja sebagai kelebihan atas hak cuti tahunannya dan hanya di berikan
sekali selama masa kerja.

3. Seorang pekerja yang mempunyai masa kerja 11 tahun dan seterusnya di berikan istirahat tambahan
sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 21
Hari-Hari Libur Resmi

Pekerja mendapat istirahat dengan upah penuh pada hari-hari libur resmi dan atau hari-hari besar nasional
yang di tetapkan oleh Pemerintah setiap tahun.
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Pasal 22
ljin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah Penuh

1. Seorang pekerja dapat di ijinkan meninggalkan pekerjaannya dengan upah penuh untuk

keperluan :
a. Karyawan sendiri menikah 3 hari kerja
b. Menikahkan anak yang syah : 2 hari kerja
c. Mengkhitankan anak yang syah : 2 hari kerja
d. Anggota keluarga meninggal dunia, yaitu;
1. Suami, istri, orang tua dan anak yang syah : 4 hari kerja
2. Mertua, nenek, kakek dan saudara sekandung : 3 hari kerja
e Istri yang syah yang terdaftar di perusahaan melahirkan : 2 hari kerja
f Orang serumah meninggal dunia : 1 hari kerja
g Menjaga istri,suami,anak yang sakit keras atas advis dokter : 3 harikerja
h. Tertimpa penggusuran : 2 hari kerja
i Tertimpa kebakaran/banjir : 3 hari kerja
j.  Pergi kontrol Dokter luar/ke Rumah Sakit -3 Jam
k. Melawat pekerja, suami/istri pekerja yang meninggal : 3 jam
. Memenuhi kewajiban agamanya khusus naik haji : 3 bulan
m. Memenuhi panggilan instansi pemerintah tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa dilaksanakan

di luar jam-jam kerja yang tidak bisa di wakilkan kepada orang lain. Untuk hal ini harus di bicarakan terlebih
dahulu dengan Pengusaha.

2. Pelaksanaan pemberian ijin di maksud dalam pasal ini, di samping harus mengajukan permohonan ijin, juga
di haruskan memperlihatkan surat keterangan yang syah serta di ambil pada hari kejadian.

3. Berbagai hal yang menyebabkan seorang pekerja tidak dapat melaksanakan tugasnya ( meninggalkan
pekerjaan dengan upah penuh atau tanpa upah ) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

a. N.C. : Not Come/Alpa

b. M.C. : Medical Certificate/Surat Dokter

c. AL : Annual Leave/Cuti Tahunan

d. C.L : Compasionate Leave/Cuti Luar Biasa

e. N.P.L. : Non Pay Leave/Cuti Tanpa Upah

f.M.L : Meternity Leave/Cuti Melahirkan

g. D.L. : Dinas Luar

h. M. : Menstruate/Cuti Haid

i. Melakukan kewajiban terhadap negara yang di tetapkan oleh UU
atau menjalankan ibadah menurut agamanya.

j. Hal-hal yang belum di atur oleh perjanjian ini akan di pergunakan
peraturan perburuhan.

k. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah
atau dapat diterima akan dinyatakan N.C (Not Come)

4. Jumlah cuti sakit seorang karyawan, berpengaruh terhadap kenaikan gaji tahunan.
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Pasal 23
Istirahat Tanpa Upah

1. Atas ijin Pengusaha, seorang Karyawan dapat di fjinkan meninggalkan pekerjaan tanpa mendapat upah

dalam hal :

a. Hak cuti yang diperoleh sudah habis atau dalam masa percobaan

b. Alasan yang di berikan pekerja dapat di terima/di percaya

¢. Tidak mengganggu kelancaran kerja/produktifitas

d. Diharuskan meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Bagian dan Kepala Personalia.

2. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 1981, tentang perlindungan upah yang berbunyi: ‘Upah
buruh/pekerja baik bulanan maupun harian yang tidak masuk kerja tanpa alasan atau surat keterangan yang
syah upahnya tidak di bayar’

3. Cuti Tanpa Upah di berikan paling banyak 5 ( lima ) hari kerja dalam 1 tahun.

BAB VI
PENGUPAHAN

Pasal 24
Sistem dan Skala Upah

Sistem pengupahan terdiri atas dua struktur upah, yaitu upah pekerja bulanan dan upah pekerja harian tetap.

Pasal 25
Pembayaran Upah

1. Pembayaran upah untuk setiap pekerja dilakukan dua cara, yaitu setiap pertengahan bulan dan setiap akhir
bulan.

2. Apabila waktu pembayaran upah jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur lainnya, maka upahnya
di bayarkan pada hari kerja sebelumnya.

3. Perusahaan akan memberitahukan kepada Serikat Pekerja, apabila pembayaran upah tidak tepat pada
waktunya.

Pasal 26
Penyesuaian dan Peninjauan Upah

1. Setiap 1 (satu) tahun sekali di adakan penyesuaian dan peninjauan upah.

2. Seorang Pekerja yang mulai bekerja pada awal Januari s/d 30 Juni berhak memperoleh peninjauan dan
penyesuaian upah tahunan pada saat kenaikan upah tahunan pada bulan januari. Sebaliknya pekerja yang mulai
bekerja dari tanggal 1 Juli s/d 31 Desember tidak berhak memperoleh peninjauan dan penyesuaian upah pada
saat kenaikan upah bulan januari

3. Peninjauan dan penyesuaian upah tahunan di tetapkan setiap tanggal 1 Januari yang besarnya ditentukan
Pemda/Pemkot.

4. Peninjauan dan penyesuaian upah tahunan di maksudkan butir 3 pasal ini tidak berlaku bagi pekerja yang telah
mempunyai upah maksimum yang layak menurut skala upah yang berlaku.

Pasal 27
Kenaikan Upah Tahunan
1. Disesuaikan dengan peraturan pemda/pemkot. Perusahaan akan memberikan kenaikan lebih dari peraturan
pemerintah bilamana pengusaha menilai pekerja tersebut berprestasi bagus/special

2. Ketentuan tersebut ayat 1 pasal ini, tidak berlaku bagi pekerja yang telah mencapai upah maximum yang

layak menurut skala upah yang berlaku,
3. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 pasal ini, Perusahaan dapat sewaktu-waktu memberikan kenaikan upah
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kepada seorang pekerja yang di anggap telah membuktikan prestasi yang baik sekali.
4. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 pasal ini, bahwa kenaikan upah tidak dapat diberikan kepada pekerja
yang mendapat Surat Peringatan |, Surat Peringatan Il dan Surat Peringatan lll yang masih berlaku.

Pasal 28
Upah Selama Sakit

Perusahaan membayar upah pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sakit dan atau berada
dalam perawatan di rumah sakit, yang di tentukan sebagai berikut :

1. Untuk 4 bulan pertama : 100 % dari upah

2. Untuk 4 bulan kedua : 75 % dari upah

3. Untuk 4 bulan ketiga : 50% dari upah

4, Untuk bulan selanjutnya : 25 % dari upah, sebelum pemutusan hubungan kerja di lakukan oleh
pengusaha.

Apabila setelah lewat 12 bulan ternyata karyawan belum mampu untuk bekerja kembali, maka perusahaan
akan memutuskan hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku.

BAB VII
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 29
Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka sejak tanggal 01 Januari 2015 JAMSOSTEK berubah
menjadi BPJS. Dengan diatur sebagai berikut :

1. BPJS KETENAGAKERJAAN
Program yang diikut sertakan untuk setiap pekerja adalah :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
b. Jaminan Kematian (JK)
¢. Jaminan Hari Tua (JHT)
d. Jaminan Pensiun (JP)

luran BPJS KETENAGAKERJAAN sebesar :
a. Jaminan Hari Tua (JHT)
- Ditanggung Pekerja sebesar 2% dari upah sebulan.
- Ditanggung pengusaha sebesar 3,7% dari upah sebulan.
b. Jaminan Pensiun (JP)
- Ditanggung Pekerja sebesar 1% dari upah sebulan.
- Ditanggung pengusaha sebesar 2% dari upah sebulan.
Batasan maksimum luran Jaminan Pensiun disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku setiap tahunnya.

2. BPJS KESEHATAN
Setiap pekerja beserta keluarganya wajib diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan, yang terdiri dari:
Seorang istri/suami dan 3 (tiga) orang anak dari istri/suami yang syah terdaftar diperusahaan.

luran BPJS KESEHATAN sebesar :

- Ditanggung Pekerja sebesar 1% dari upah sebulan.

- Ditanggung Pengusaha sebesar 4% dari upah sebulan.

Batasan maksimum luran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku setiap tahunnya.
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